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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan  pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari potensi pajak 

hotel kategori rumah kost terhadap penerimaan pajak hotel di Kota 

Gorontalo. Pengaruh yang positif ini menjadi suatu gambaran bahwa 

dengan adanya pajak kategori rumah kost yang semakin besar  

potensinya maka akan berdampak pada penerimaan pajak hotel yang 

semakin besar. Besarnya potensi pajak hotel kategori rumah kost dapat 

dilihat dari nilai nominal penerimaannya yang setiap tahun terus 

meningkat. Kemudian dapat pula dikathui bahwa dengan peningkatan 

yang pesat dari pajak hotel kategori rumah kost pada tahun 2013 

berdampak pada penerimaan pajak hotel yang sangat besar pada tahun 

2013 tersebut. Dapat pula dikatehui bahwa besaran pengaruh dari potensi 

pajak hotel kategori rumah kost terhadap penerimaan pajak hotel di Kota 

Gorontalo memiliki nilai koefisien determinasi yang cukup besar 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang disajikan peneliti dengan melihat hasil 

penelitian yang  ditemukan yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya terus meningkatkan 

perannya dalam hal administrasi dan pencatatan rumah kost yang ada 
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di Kota Gorontalo. Semakin banyaknya rumah Kost yang berdiri tidak 

mampu untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan 

pajak hotel Kota Gorontalo. Langkah konkrit lainnya yakni dengan 

memperketat regulasi mengenai pembayaran pajak hotel kategori 

rumah kost serta sanksi administrasinya. Pemerintah sebaiknya Perlu 

memperhatikan penentuan-penentuan anggaran dalam hal pajak hotel. 

Semakin banyaknya hotel bintang IV di Kota Gorontalo harus di sikapi 

dengan bijak yakni dengan melakukan pembenahan terhadap hotel 

yang merupakan Hotel andalan Kota Gorontalo. Salah satunya yakni 

Hotel Grand Quality Hotel yang harus ditata sehingga mampu untuk 

menjadi penyumbang bagi PAD Kota Gorontalo pada periode 

selanjutnya.  

2. Bagi peneliti selenjutnya sebaiknya meneliti faktor lain yang terkait 

belanja daerah, karena dalam penelitian ini nilai pengaruhnya 

walaupun signifikan namun kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat masih terbilang cukup.. 

 

5.3  Keterbatasan Penelitian 

Adapun hasil pengujian menemukan bahwa adanya ketidakselarasan 

antara ientifikasi masalah dengan fakta yang ditemukan. Hal ini karena 

dalam penelitian ini, untuk variabel kategori rumah kos selama 2 tahun 

ttidak menetapkan anggaran sehingga secara kasat hasil pengujian 

mendapatkan hasil yang efektif.    
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